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REFORMASI TATA-KELOLA PEMERINTAHAN DESA: 
INVESTIGASI TEORETIK DAN EMPIRIK 

Oleh: Arya Hadi Dharmawan 

Pemerintah Desa dahlin Perspektif Actor-Oriented The,ory 

Dipandang dari ~erspektif "sis tern t:lta-pernerintah~n daerah" Republik l Indonesia, 
sebagaimana aturannya tertulis cialarn UU no. 3~/2004, desa sernata-rnatfi di?ahami 
sebagai kawasan atau unit administratif terkec:i pada hierarkhi terendah dalarn sis tern 
tata-pernerintah~.n !l~gara. Negara sendiri clidefinisikan oleh Weber sebagaimana 
diKJtip oleh Luiz (2000), sebagai: "an vrganization, mmposed of numerous r;zgencies led and 
co-ordinated ry the state's leaden-hip (exemtive authon'M that has the abilifJ or' authon!J to 
make and implement the binding rules Jor all the people as well as the parameters of rule-making 
Jor other social organizations in a given territory, using Jom: if necessary to have its way". 
Menurut Martinussen (1996) sebagaimana dikutip oleh Luiz (2000) dikatakan 
bahwa sebuah negara dengan pernerintahannya adalah: (1) produk dari beragarn 
konflik kepentingan, (2) rnanifestasi dari struktur-struktur yang dirancang dan · 
climanifestasikan dalarn rnekanisrne-rnekanisrne fungsional (mode of Ju.1Jctionin~ yang 
nyata, (3) arena interaksi dan konflik, (4) aktor yang memiliki legitimasi untuk 
rnelakukan segala tindakan yang sah rnenurut hukum. Dengan rnenga.cu pada 
pemaharnan seperti dikernukakan oleh W~ber dan Martinussen, maka pemeriptah 
des a sebagai representasi negara' di tingkat lokalitas diibarackan sebl!lah "arena" 
sekaligus "aktor" yang dapat menentuhn sikap dan .'llemiliki energi untuk 
melakukan sesuatu. Artinya, · dinamika kehidupan sosialmasyarakat ' ::l~sa 
elitentukan oleh sejauh mana "sang aktor" melakukan manuver-rnanuver dalam 
pemerintahan dan berinisiatif menuju perubahan. Sernakin terbatas kapasitas 
kelembagaannya maka akan scmakin lernah manuver yang dilakukannya. Artinya, 
semakin statis pula kehidupan desa seternpat. Narnun sebaliknya, jika "sang aktor" 
terlalu agresif bf rmanuver tanpa ada kontrol yang sistematis dari fJublik, rnaka 
inipun akan rnembahayakari keseluruhan entitas sosial eli tingkat lokal. ' 

B~rang~at dari perspekt.if ini, pcrnerintahan desa mernang nkan dipaha:.ni secara 
"sernpit'~ sernata-rnata sebagai pen:egang kekuasaa'1 tunggal dalam sistem adm,inistmsi 
pemenntahan negam di am!' lokal yang tugas-pokok-fungsi, dan . kewenangannya 
mencakup sernua urusan publik (multi-responsibilities) yang dihadapioleh : warga 
negara seternpat. Dengan posisinY<1 yang demikian, rnaka pemerintah. desa adalah 
aktor penentu tunggal yang meridapatkan legitimasi hukum ' form~l untuk 
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melakukzn ."apa saja" yang terbaik dan sah menuru t hukum formal da1.am 
mengatur Rehidupan masyarakat di tingkat lokalitas. Pemerintah desa juga 
memiliki tleFajat kebebr.san sesuai legitimasinya' dalam menentukan langkah . dan 
iillsiatifnya dalam mengatut masa depan masyarakat loka!. Model pemerintahan 
desa menurut ',' UU no, 32/2004, yang sejalar. dengan gagasan Weber dan 
Martinussen ini sebenarnya tipikal mengacu pada sistem tata-pemerintahan desa a/a 
J awa, dim'ana tidak ada pemangku otoritas laIn yang boleh melakukan tindakan 
serupa di tingkat lokalitas kecuali pemerintah desa. 

Sebagai s~buah' organisasi sosiaP, konsep pemerintahan des a ala Jawa secara historis, 
memangcenderung menjalanka!1 fungsi dan peran yang multi-responsibilities atau 
lintas bid2ng/lintas dimensi (sosio-budaya, pemerintahan, ekologis). Dengan 
fungsinya . ~raI?-g demikian, maka des a menjadi sebuah "pusat-kekuasaan" 
pengatura'~ urusan administrasi publik sekaligus pusat pengaturan urusan 
adat/tradisi' yang relatif'all-round. Pemerintah desa juga menjadi. aktor penggerak 
pembanguuan dan "sumbeJ; ide" bagi masyar~atnya. Pemerintah desa dari dimensi 
actor-oriented. theory, merepresentaslkan sehuah entitas yang memiliki kemampuan 
berkreasld~n b.~tindak. Masyarakat desa yang kuat-progresif, boleh jadi cerminan 
dari pemel1n,tah desanya yang mampu mengembangkan gagasan dan inisiatif. 
Sebaliknya, pemerintah .desa yang lemah, maka ?kan menyebabkan seluruh, elemen' 
masyarakat d~sa yang 'bersangkutan mengalami kemunduran. 

Sebagai organ,isasi pengatur sosial-kemasyarakatan tunggal, maka pernerintah des a 
rnerangkap rnendistribusikan/rnemisahkan fungsi, peran dan kewenangan kepada 
pihak-pihak tertentu berkenaan dengan u!Usan-urusan yang rnenyangkut urusan 
publik,termasuk bila urusan itu bersinggungan dengan adat dan keagamaan. 
Pengertian inl jdas memiliki konsekuensi yang berbeda secara ' diametral dengan 
kon,sep t;tta-pengaturan lokalitas yang rnemisahkan secara tegas urusan di wilayah 
adat dan ,hrusan pemerintahan formal s~bagaimana dikenal l pada sistem-sistem 
pengaturan pada · lokalitas asli di luar' Pulau Jawa (Nanggroe Aceh Darussaiam, 
Minangkabau di Sumatera Barat, Bali, .:Ian Papua). 

Dalam pe~kembangan politik tata-pemerintahan desa, konsep pemerintanan' desa 
ala Jawa ~erus-11lenerus rnendapatkan peneguhan untuk diterapkan sebagai satu­
satunya sis tern yang sah dan diakui sebagai mekanisme pernerintahan lokal 
(tutiggal) oleh Pernerintah Republik Indonesia. Legitimasi htikum itu tampak dari 
pemberlakuan, U U ten tang Pernerintahan Daerah ' sejak UU no. 5/1974, UU no. 
5/1979, UO ~6.22/1999, hingga UU no. 32/20')4. . . 

Mengacu pada realitas desa sebagai arena konflik kelernbagaan yang tidak dapat 
dielakkan, : rnaka bila sis tern tata-pemerintahan lokalitas a/a pemerintahan des a 

4 Konsep organ~sisosial menurut Firth (1955) adalah: 'tatanan dan sejumlah elemen tintlakan yang dibangun menjadi 
sebuah sislern yang dibingkai oleh hubungan-hubungan sosial yang dibentuk'sebagai upaya untuk mentapai tujuan 
yang hendak di~pai · o\eh para pelaku (arrangment of elemenis of action into a system by limitation of their social 
relations in reference to given ends as conceived by the actors), 
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formal hendak dijalanka~ dengan Saik, logikanya hams ada sejumlah a~limsi-kerja 
yang secara mutlak dipenuhi. Asudlsi-asumsi kerja tersebut an tara lain adalah: (1) 
k esatuan teritonal hanya mengenal kesatuan administrasi-spasial dan ·tidak mengenal 
keJatuan genealogts (kesatuan wilayah yang diSenruk oleh penduduk seketumnan atau 
sedarah yang rerikar sesamanya serta membentuk kO'!figurasi sosio-budaya sekaligus 
sosio-politis), (2) Dalam menjalankan wewenangnya di sektor publik, k<~pemimpinan 
formal desa rerbebas dni "campur-tangan" of or it as ke!embagaan adat, (3) hanya ada 
sistem ketata ·pemeintahan tunggal (si . .,glt governmental system) dalam pelayanan 
publik maupun. dalam pengaruran persoalan-persoalan kehidupan sosial­
kemasyarakatan di tingkat lokalitas (urus~n kependudukan, pertanahan, ' 
penyelesaian sengketa, perpajakan, dst) , (4) wilayah persoalan adat dim persoalan 
pemerintahan di sektor administrasi pubLk, kongruen ' sesamanya, yang' semua~.?,a 

diserahkan pada pemangku otoritas formal sehingga tidak ~enyisakan "mang­
kompromi" yang memungkinkan perseteruan bagi pemangku' kewenangan adat dan 
pemangku kewenangan formal. Paria md:anisme pemerintahan desa ala formal, 
maka kekuasaan untuk menjalankan kewenangan formal (jormal" authorifY) dan 
kewenangan adat berac!a di satu tangan atau posisi keperrlimpinan. J 

Persoalannya tidak semua asumsi-as~msi ini dapat dipe~uhi oleh sistem 
pemerintahan des a di setiap lokalitas yang ada di Indo!1esia. Sistem sosial­
kemasyarakaran lokalitas di Nanggroe Aceh Darussalam, Minangkab~~, Bali dan 
Papua memberikan pelajaran betapa tata-pemerintahan desa menghad~pi persoalan 
kompleksitas tata-pengaturan dan benturan an tara otoritas pemerintah desa formal 
dengan otoritas adar. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah, seja~hmf1na Waru 
urusan dianggap berada di "ruang adat" arau di "ruang administrasi formal"? 
Apakai1 suatu urusan seperti transaksi "jual-beli tallah" (misainya) berada 
sepenuhnya -di "mang administrasi pemerintahan desa/ puhlik" sehingga keputusan 
atas pengaturannya cukup diselesaikan oleh kepala desa sebagai pemegahg .otoritas 
tertinggi dalam pengaturan rua~g publik? l\tau urusan itu masih 
rrenyentuh/berada di "ruang adat", sehingga kepemin1piuan \ adat harus tumt 
"campur-tangan" untuk mengaturr"ya? Jika tanar. di suatu lokalita,s . diatur dalam 
rezim t'ommuf/al proper[)' rights, maka tak pelak lagi bahwa transaksi jua:l ' beli tanah 
terpaksa melibatkan pemangku otoritas adat. Namun apakah, tata~pengaturan 
pemerintahan lokalitas " bedogika" des a (formal), mengantisipasi "konflik 
kelembagaan" seperti di atas? P-::rtanyaa.n selanjutnya, sejauhmana terdapat dear-mt 
yang tegas bahwa suatu urusan berada di ruang wewenang pemangku' otoritas 
publik ataupun di tangan pep1angku otoritas adat? 

Dalam konteks governam'e, lembaga apa saja (di luar sistem pemerintahan formal) 
yang berhak dan wajib mengontrol jalannya pemerintahan des a agar ber1angs~ng 
tata-pemerintahanyang baik? Sebagai aktor penggerak dinamika kehidl.lp·an, hal­
hal apak\lh yang harus dibenahi oleh pe~erintah'an desa agar orgarii~asi pemerintah 
des a formal tersebut mampu memberikan energi dan menggerakkan' kehidnpan 
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sosial-niasyar~kat desa? Berbagai pertanyaan it'.llah yangakan menjadi persoalan 
untuk dfJawab 'dalam pembaharuan tata-penierintahan desa, ' 

Mewujudkan Good Rural Governance Syst::m 

Sebagai konsep pengaturan lokalitas terkecil di seluruh wilayah hukum Indonesia, 
des a ddam "Ketentuan Umum" UU no, 32/2004 dijeJaskan sebagai berikut: "desa 
atau Ya1.g disebut dengan I:ama lain, sela1!Jutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwetlang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat set~mp(/t, berdasarkan asal-tisul dan adat-istiadat ietempat yang 
diakui ch,! dihonn,ati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan' Republik 1 n'do'liesid' , 
Dengan penerapan rumusan desa sebagaimana konsepnya dipahami pada rumusan 
UU no, 32/2004' t~rsebut, maka pemerintah desa adalah satu-oatunya sistem tata­
pemerintahan l\tau tata-pengaturan sosial kemasyarakatan di lokalitas terkecil yang 
diakui oleh htikum. Konsekuensinya konsep pemerintahan desa juga akan terus­
menerus menghadapi sejumlah konjlikfundamental baik secara kultural (akar 
normatif) im.upun secara struktural (konflik kelembagaan). Sebagai "aktor", 

'pemerintah 'desa juga dimungkinkan untuk mengambil inisiatif-inisia,tif dan 
menjalankan kehendaknya. Ketika diimplementasikan, tindakan ini berpotensi 
untuk inenabrak wilayah otoritas pihak lain baik pada hierarkhi di atasnya ataupun 
pada tataran horisontal. Konnik tersebut selanjumya bis'a meluas ke dimensi 
fungsional beiupa benturan kewenangan, dan dimensi wilayah spasial, ataupun 
meluas ke persoalan konflik yang menyentuh identitas ras, golongan serta etnisitas 
di suatu kawasan. 

Sebenarnya, persoaIait menegakkan tata-pemerilltahan desa yang baik juga dihadapkan 
pada sej]'l!1l1ah 'persoalan lain yang lebih luas dari sekedar kont1ik kelembagaan. 
Persoalan effectiveness oj government (eli bawah tekanan konflik kelembagaan) dan 
contrc:/' of power {dLbawah tekanan perb,edaan kekuatan politik lokal) a:dalah aspek­
aspek ,pe,n.tll,lg lain yang harus juga diperhatikan dari sistem tata-pengaturan 
pemerintahan (desa). Inilah persoalanruralgovernance yang sebenarnya, ' 

Terlebih; jika 1n.e1l:gacu pada ' defmisi govemancJ (tata-pengaturan, tata-kelola, tata­
pemerin'~ahan) yang dikemukakan oleh Weiss (2000) seraya mengutip dari 
Commtsion 0'11 Global Governance, sebagai: "the sum of the many ivqys individuals and 
instituiion!, public and private, manage their common affairs. It is the continuing process through 
which conflicting or div.erse 'interests mqy be accommodated and co-operative adion mqy be taken", 
maka tat~~pemeqntahan des a di banyak kawasan Indonesia utamanya mengr.adapi 
p~rs?,,~l~lrt . ~~~an,a mengelola u~san-urusan , publik (l'Om"'~n qJfai~)" agar 
tr:mspa,r~il dap akuntabel serta eliteri.~a secara wSlaL Semen tara ltu World' Bank 
seperti diktitip !W~iss (2000) memberikan batasan iata-pemerintahan atau governance 
agak ber~e9? l'?bJ,i: "the manner in whic/; power is exenised in the management of the 
country's economic «nd social resource/'. lni berartl persoalan praktek tata-pemerintahan 
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desa yang baik terletak pada ka?asitas kdembagaan/organisasi pemer#1tahan desa 
dalam mengelola organisasi pemerintahannya . 

.. 
Mengikuti dua batasan di ' atas, maka setidaknya terdapat tiga aspek penting yang 
perlu diperhitungKan/ dipermasahhkan dalam sistem tata-pemerintah-an yaitu: (1) 
bentuk ,rezirn (pengaturan) dan mekanisme pengaturan seperti apa'icah yang 
sepantasqya dikembangkan, (;?.)- bagaimana proses menjalankan kewenangan dalarr 
tata-kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan, (3) sejauh 
mana kapasitas (institusi) organisasi-pemerintahan harus dipacu agar mampu 
melakukan desain dan formulasi kebijakan serta irnplem'entasi kebijakan dalam tata-
pemerintahan desa. . . , 

Dari ,hasil pengamatan sementara yang dihasilkan oleh studi-aksi -"partnership­
based rural governence reform" oleh PSP3IPB, teridentifikasi bebyrapa masalah 
khusus yang da!'at diturunkan dari sistem tata-pemerintahan , di tingkat 
lokalitas/ desa. Temuan ini selaras konseptualisasi governance system dari Kaufmann, 
Kraay and Mastruzzi (2005), yang dapat disebutkan sebagai berikut: . ' 

1. Masalah administrative authvn'ty overlapping atas beberapa kelembagaan pada , 
sis tem tata-pengaturan pemerintahan yang di lokalitas desa. Konflik 
rasionalitas' adat versus rasionalitas pemerintahan formal. Proses' pemutusan 
kebijakan menjadi berlarut-larut, jika titik-temu an tara dua pemangku otoritas 
tidak dapat saling dipertemukan. 

2. Masalah konf!ik kepentingan yacg terjadi sebagai akibat tumpang-tindih 
wewenang ~mtuk memutuskan suatu persoalan sosiai-kemasyarakatan antara 
para pemangku otoritas hukum adat versus pemangku oto;itas hukum formal. 
Ha~alahnya berpusat pada persoalan, tata-aturall mana yang akan dipegang, 
apakah tat-aturan formal yang berada pada regime administrasi formal? 'A'taukah 
mengandalkan regime adat yang memiliki _ sistem lebih informal, narl;l\1n lebih 
mengakar dan dipercaya oleh masyarakat lQIcal? ' , , 

3. Masalah poliry mnsistenry yang rendah yang. berkaitan dengan public ad';inistration 
management skill yang dipuny~i oleh perangkat desa. I.(apasitas keie~bagaan 
dan SDM yang lemah bertanggung jawab atas realitas ini. ,I 

4. Masalah government eJfectivenesx' yang rendah, karena penyelenggarapemerintahan 
desa yang una'er-s.ie;lled dan seringkali bukan dari kalangan yang memiliki visi 
sccara memadai. 

5. Voim and Atwuntabili!J dala:n tata-kelola pemerintahan desa ' me~ghadapi 
persoalan besar. Seringkali, elit pemen'ntah deJa bermanuver sendirian tanpa ada 

\ kontrol yang memadai dari publik yang dipimpinnya. Perangkat kdembagaan 
formal yang ada pun tidak m:;.mpu menga\vasi manuver politik p~ra ' elit (karena 
ketiadaan akses, ketiadaan mebnisme kontrol yang disepakati" dan , perasaan 
"ewuh-pakewuh" , (perasaan tak ' enak u'ntuk menegur); sehingga ' , praktek 
pemerintahan merepresentasikan kehendak pribadi daripada' institusi. 
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6. Mekanisrne power fantrol yang tidak memadai atan tidak oerfungsi, sebagai 
akibatnya konflik-konflik otoritas kelernbagaan yang terjadi di desa sulit 
mendapapcan soillsi segera. 

'1 Masalah 'governance sysiem di atas inenjadikan proses otonomisasi d~sa ' tidak 
berlangsung sesuai harapan dan seringkali mengalami harnbatan. 

"IsyiI-Isyu Kritikal Pembahatuan Tata-Pemerirtahan Desa 

Luiz (2000) mengemukakan bahwa pemerintah sebagai unsur organisasi , negara, 
peranannya akan sangat menentukan derajat perkernbangan sosial-ekonomi dan 
dinamika sosial-kemasyarakatan di suatu kawasan yang menjadi wilayah otoritasnya. 
Hal ini ·disebabkan negara melalui organisasi pemerintahannya akan menentukan 
kondisi lingkungan sosio-politik yang selanjutnya rnenenttikan d~i-"ajat 
pertumLuhanl, perkembangan ekonomi kawasan tersebut (political environment 
conducive to growth). Dengan sifat~ya yang "eperti itu, maka pemerinta\:l (baik di 
tingkat desa ataupun di tingbtan rnanapun yang lebih tinggi) harus mengemban 
missi otonom (embedded autonom),) s'.!bagai pwggerak utarna kehidupan des a 
Otonomi ya~g rnelekat pada eiri-natural organisasi pernerintahan ini seolah 
rnengabaikan apapun kehendak yang diinginkan oleh negara (pada (ataran . pusat) 
seeara keselunihan. Dengan posisinya yang otonom dalam mengembangkan 
kawasati, maka kdemhagaan pemerint~haQ. (des a) akan berfungsi sebagai pivotal 
institution dalam proses-proses pembangunan selain juga berfungsi sebagai meta­
entrepreneur dal~ menggerakkan perekonomian di kawasan di l>awah otoritasnya. 
Apa yang hendak dikatakan oleh Luiz (2000) dalam h~l ini adalah, bahwa "hidup 

" dan marlnya" sebuah kehidupan sosial-kerna3yarakatan di suatu kawasan akan 
. sangat . ditentukan oleh klla/itas tata-pemm'ntaha~ atall pengatllran dan organisasi 
pemerintab lokalnya. 

, (. -, ", 

Selaras dengan pemikiran Luiz (2000) itu, had pengarnatan ernpirik tahap awal 
yang dila,kukan oleh tim studi-aksi PSP3IPB mencmukan beberapa , bukti awal 
ten tang ,i:ata-pengaturan pemerintahan desa yang menarik. Realitas di lapangan 
menunj~an·. bahwa operasionalis2.si UU no. 32/2004 dan PP no. 72/2005 - yang 
menghenOaki.peinerintali desa bersifat mandiri ,dan menjadi organisasi penggerak­
utarna kehidupan sosial kernasyarakatan des a - dalam keadaan yang sangat 
beragam., jib tidak ingin dikatakan sebagai kernandegan. Hal ini dikarenakan UU 
no. 32/2094 . s.ecara "f?y nature" !elah rnernbawa kornpleksitas pers~atan t ... ta­
pemerintah:,m 10kalitas (desa) yang sebelumnya telah memilikj dasar pengaturan 
asli. Permasalahan itu adalah: afj?ek ,Nrtama berupa institutional conflict di tingk~t 
lokal, yang bisa berdampak luas pada inefektivitas pernerintahan . desa. 
Kelembagaan pemerintahan des a forrnil dan kelernbagaan adat sarna-Sam? bekerja 
di ~ayah otoritas yang sarna, rnenjadikan pemerintahan des a formal sulit 
berfungsi efektif. 
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Terkpas ,dru;i persoalan konjlik kelembagaan yang rnengganggu dan berpotensi 
terus dijurnpai, narnun sernangat good rural governant'e harus· tetaphih rnenjadi isyu 
pokok yang senantiasa dipe~uangkan. Hal ini rnenclapat ternpat paling. tinggi dalarn 
skala prioritas, karena untuk semen tara diyaKini ~ersarna bahwa .hanya dengan 
prinsip-prinsip tata-kelola des:! yang baik, maka kesejahteraan sosial (terbebas dari 
penderitaan kemislcinan), keacWan (terbebas dari kesewenang-wenangan dan 
penindasan), dan rnartabat (terbebas dari ketedecehan) yang lebih .tinggi dapat 
direalisasikan. Pertanyaannya, sejauh mana sesungguhnya sistem tata-kelola des a 
yang baik harus diternpuh? Apa ukurannya dan bagaimana rnencapai ukuran­
ukuran tersebut? 

. . 
Bila governa1:'t'f! rystem dimaknai sebagai11lana pengertiannya diberikan oleh .Commzsion 
on Global Governan.e (dikutip oleh Weiss, 2000) dimana ,onjliding of divers.: intemts 
diakomodasi dan j~jaring ketjasama bisa dibangun an tar kornponen kornunitas desa, 
maka muncul pcrtanyaan baru: sejauhmana desa dengan segala perangkatnya sesuai 
UU no. 32/ 2004 sesungguhny::t rnampu melayani dua misi darigovernance rystem yang 
sangat berat untuk dij,11ankan ini? Persoalannya yang teikait kenlUdian adalah: 
seberapa besar '"..lpmiry oj enduram'f! to mist terhadap persoalan-persoalan konfliktual 
harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan desa .- sebagii sebuah entitas 
administratif lokal- atau bahkan seringkali ~~satuan antar petnerintah de.sa (narnun 
dalarn kawasan d31am sis tern . {:kologi seharnparan) dercl· rnewujud~an tata-' 
pemerintahan yang tangguh dan andal? .Kapasitas untuk bertahan dan mengelola 
perrnasalahan konflik yang krusial di pedesaan rnenjadi aspek kedud kornpleksitas 
tata-kelola pernerintahan desa di era desentralisasi. Sebagaimar.a, telah. dipaparka? 
di sub-bab sebelumnya, dimensi konflik bisa ber~ifat hierarkhikal-vertikal (?ntar 
entitas narnun berada pada posisi yang berbed2 Jecara hienirkhikal), atau s{:cara 
horisontal an tar entitas yang setara (pemerintah desa versus kelernbag3an adat). 
Pcrsoalan kapasitas untuk bertahan ~ari pernerintahan desa (institutional suroitfa~ akan 
sangat dipengaruhi oleh kernarnpuan rnahajernen dankepemimpinan pemerintahan 
desa, yang berarti kata-kuncinya adalah kualitas sumberdaya rna,nusia (SDM) dan 
sistern rnahajernen pernerintahan yang baik. Kualitas 'SDM dan kepemimpinan 
organisasi pemerintahan desa ITlenjacli aspek I::.etiga semen tara ~istein manajemen 
pemerintahan menjadi a{pek kempa! sis tern tata-kel'ola pemerintllhaq desa yang 
penting untuk diperhatikan. Kualitas d~n kapasitas (kernarnpuan) infra~truktur 
kelembagaan penopang sekaligus "penGawas" jalannya sis tern 'pemerintah~n des a 
rnenjadi faktor yang sangat det::sive terhadap keberlangsungan sis tern tata-' 
pernerintahan lokal yang efektif dan transpran serta akuntabeL Faktor ini adalah 
a{pek kelima yang. penting bagi terselenggaranya good rural' governance. Keb~radaan 
Badan Permusyawaratan Desa saja tidak cukup bila SDM di dalarnpya tidak 
memiliki kapasitas mernadai. . 

Pada aras "ekstra entitas administratif lokal" didapati entitas-entitas : pernangku 
kepentingan yang tidak selalu berideologikan selaras dengan ideologi keseluruhan 
entitas kornunitas desa. Oleh karenanya, rnereka setiap saat siap berhadap-hadap3'1 
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secara politik vis a vis kekuatan pemerintahan desa. Dalam kontcks ini, persoalannya 
adalah bagaimana kemampuan survival of the fittest dari struktur pemerintahan desa 
dapat dib~qgun agar mampu melawan pesaing-pesaingnya dalam ruang konflik 
terbuka yatIJ.g 'bisa jadi akib~tnya akan sangat mematikan. Dalam hal ini,. bila 
konteks exercise of different power dimasukkan ::ialam sistem tata-kelola pemerintahan 
des a, 'maka relasi-relasi kekuasaan politik dan ekonomi pada komunitas desa harus 
dipahami secara seksama dalam seti<lp pengambilan keputusan. Hal ini berarti, 
kompleksitas tata-kelola desa memasuki aspek keenam ya:tu wilayah politik-ekonomi, 
dimana semua kekuatan dan kemungkinan tekanan politis yanga ada 
dipp.rhitungkan. Realitas sosial adanya olah·kekuasaan dari beragam pihak terhadap 
pemerintahan desA (yang seringkat berpotensi destruktif), jelas sulit di-address 
secara' langsung dalam pasal-pasal UU no. 32/2004, namun semua pihak m?fhum 
akan kehad1ran kekuatan penekan semacam ini. Pertanyaannya, haruskah kekuatan 
ekstra-pemerintahan itu dieliminasi, atau sebaliknya diakomodasi keberadaannya 
dalam wadah kemitraan yang konstruktif? 

Aspek 'bcrikutnya (aspek ketl£luh) berkaitan der.gan aspek kelima secara langsung 
yaitu ber!(enaan dengan terselenggaranya fung~i-fungsi manajemen-organisasional 
seperti kontrol, acivokasi, supervisi-monitoring, dan evaluasi yang dijalankan oleh 
m:-.syarakat sipil terhadap sistem pemerintahan desa. Pertanyaan yang diajukan 
dalam hal ini adalah sejauhmana dan seberap<l besar kapasitas kekuatan sipil yang 
ditampilkan 'oleh asosiasi masyarakat sipil (,ivil so,ii}!y association) dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) mampu , mengawasi jalannya pemerintahan desa? 
Mampukah kelembagaan kontrol bp.rbasisbn masyarakat sipil tl"rsebut "mengawal" 
jalanny;a pemerintahan desa secara konstruktif - bukan asal berbeda pendapat saja 
- deffii ' mewtijudkan cita-cita kcsejahtetaan, kemandirian, clan kemartabatan 
masy~akat luas. 

PersQ,ajannya kernudian ac!alah bagaimana ' rnernbangun sis tern tata-kelola 
pemerlntahan des a yang konstruktif di saat scjumlah persoalan terus mengendala? 
Semert,tara itu · prinsip-prinsip desentralisme (bottom-up, partisipatif, demokrasi, 
kesejajaran, apresiasi terhadap kekuatan !okal) dan prinsip good rural govemanfe 
(transparansi, keadilan, akuntabili.tas) terus diperjuangkan secara konsisten dan 
kontinu? 

... 
a) Isyu-IsfuKritikal Tata-Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh 

Darus'salam (NAD) 

P~mbaharuan tata~kelola atau tata-pengat'Jran pemerintah lokalitas (desa) di 
Provjnsi ,NAD dih;tdapkan pada persoalan-persoalan berkaitan dengan kondisi 
makro politik di kawasan itu. Meski telar. berakhir, tetapi konflik an tara Gerakan 
Aceh' Merdeka' (GAM) dan Pemerintal! Republik Indonesia (RI) selama .~erpuluh­
puluh tahun ' masih membekaskan dampakdestruktif yang buruk terhadap 
perkembangarr ' kelembaga2.n pemerintahan lokai. Desa (gamponiJ menjadihenar­
benar sebagai arena konflik nyata antar berbagai pihak yang memiliki perbedaan 
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kepentingan politik dan ideologi. Sebagai institusi penting cli · tingkat lokal, 
pemerintah desa tidak saja menghadtipi fakta ketidakbeidaya~n secara 
organisasional, konseptual, ' bahkan finansial d'tiam menggerakkan dinamika 

I 

kehidupan pembangunan. namun juga harus menghadapi ' masalah sosio-
psikologikal berupa distrust-syndron:e yang sangat parah. Kecurigaan tersebut 
disebabkan oleh bekerja'1ya kekuatan tarik-menarik beragam k.ekuatan politik di 
tingkat grass-root di masa konflik. 

Pada titik kulminasi era k0nt1ik antara GAM dan RI, kecurigaan antar warga 
memuncak dan scringkali berakhir dcngan berbagai cerita tragis berupa kematian di 
salah satu pihak yang bersengketa. Di masa konflik, pihak pro GAM selalu 
mencurigai program-program yang di-set up oleh pemer~t~h desa atau oleh Kei"'hik 
(kepala gampong/ desa) sebagai bagia~ dari propaganda peinerintah RI. .Sebaliknya, 
pihak RI selalu mengawasi pemerintah gampong (desa) dengan ~~tat, agar .setiap 
kegiatannya tidak berakhir dengan makar. Akibatnya, pemerintah gampong (desa) 
ibarat pelanduk yang terjepit di an tara dua posisi yang sangat tid:lk 
menguntungkan. Kecurigaan dan ketidakpercayaan baik dari RI maupun GAM itu 
menghantarkan Femerintah desa menjadi sangat apatis, fatalis, p~simis, ,dan lustrasi 
sehingga lebih baik des a mengambil pos.!si tidt:~ melakukan kegiatan apapur,. Pada 
mas a konflik itu ukuran keberhasilan pemerintahan gampong san'gatlah sederhana, 
yaitu "asal tidak mati" ditembak oleh pihak berkonflik. Berkembangnya etika 
"sa.foty-firjf', menyebabkan status kehidupan organisasi pemerintahgampong merljadi 
dormant. Fakta "mati-suri"nya kdembagaan pemerintahan gampong (desa) menjadi 
penciri penting dinamika pemerintahan desa di NAD semasa konfJik, bahkan ' 
hingga saat ini (pasca konflik). . ' , 

Pada era pasca k0nflik dimana pulihnya saling-kepercayaan dan perbaikan derajat 
kehidupan sosial-kemasyarakatar, menjadi cita-cita ~emua pihak, maka fokus . 
ciiarahkan pada upaya menumbuhkan keberdayaan pemerintah des a ke arah 
terbenniknya rural tivilization ill NAD. Meski demikian, penumbuhan tn-:st memang 
tidak mudah dilakukan, karen a kehncuran struktur sosial '(lIm sf-ndi-sensi 
kehidupan sosio-politik desa berjalan hampir sempurna. Hasil investigasi empirik 
di dua des a kasus di Kabupaten Aceh Bes:n, ditemukan persoalan rUral governcJnfe 
yang berdimensi distrust sangat kuat., Selair. itu terdapat beberapa per:;milan derivat 
dati dzstrust yang bisa disebutkan sebagai berikut: , / 

1. Kelembagaan Keut'hik sebagai kepala gan.pong (desa) mengalamikrisis legitimasi 
dan dormansi. Keu"hik kehJangan legitimasi sosial dalam memerintah dan 
karenanya tak memiliki claya lagi untuk melancatkan pengaruhilya pada 
masyarakat. Kewenangan yang melekat pada tugas-pokok dan fungsinya pun 
tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintahan gampot1g tt!rasa mandeg 
(mengalami stagnasi pemerintahan) sehingga sebagai satu-safunya '6rganisasi 
penggerak dinamika lokalitas,' pemerintah g(Jmpong menghadapi persoalan 
government eJfediveness yang serius. Konflik GAM versus RI dapat menj~laskan 
mengapa situasi 5tagnasi' ini bis? terjadi (pemerintah des a mengambil posisi 
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sebagai safi-player eli aQtara dua pihak yang bertikai). Selain itu, budaya 
keterganningan . yang ·elitinggall<an oleh Orde Baru telah membuat sikap 
keswadayaan asli masyarakat Aceh terkikis habis secara ' sistematis. Sebagai 
akibatny~, inisiatif iokal dan elinar::lika desa tidak dapat atau sangat sulit 
eliturnbuhkan. 

2. lumpuh'!}a sistem komunikasi orgt:nisasional dan· koordinasi antar pemerintahan desa 
dalam pengelolaan ekosistem (air-irigasi) antar-kawasan (antar-desa) adalah 
persoalan tata-pemerintahan yang khas eli NAD. Kelembagaan "keujruen 
balani' sebagai pranata-sosial pengatur air-irigasi asli yang menyatukan 
beberapa wilayah administratif des a se~awasan tidak eliz.kui lagi eksistensinya. 
Satu desa m,enaruh syak wasangka terhadap desa tetangganya dalam 
pengelolaan sumbe.rdaya tersebut. Akibatnya, setiap desa cenderung mengatur 
feneliri . penggllnaan air eli wilavahnya tanpa mempedulikan pemen1jhan 
keb?tuhan air eli desa tetangganya. Desa-uesa mengalami proses dekapitalisasi 
modal sosial (hilangnya tmst, norma-norma sosial dan jejaring sosial kerjasama 
~ntar desa) yang mengakibatkan krisis tata-pengaturan ekosistem (et'o-governant'e 
~risis) eli ' tingkat lokalitas . semakir; berlarut-Iarut. Konjlik-kepentingan antar desa 
dalam hal pemanfaatan sumberdaya air i..1i merupakan · dimensi ta~a-kelola 

pemerintahan desa yang penting, utamanya dalam aspek perekon?mian. 
3, D/s'koneksi komunikasi . antara warga, tokoh adat, dan pe:'Jlerintahan desa beserta' 

sell'ruh infras~ktur kelembagaannya menjaeli aspek persoalan . tersencliri 
dalam . tata-pengaturan des a eli NAD. Kehidupan civil-sociery diliputi ' oleh 
perasaan apatisme, sebagai akibat langwng dari konfiik sosial-politik an tara 
GAM dan RI yang berlarut-Iarut eli masa lalu. Masyarakat ~ipil seolah tidak 
ir.ginterseret pada polemik politik :'egional yang bisa-bisa menyulitkan 
kebidupan keluarga mereka, sehingga mereka lebih suka untuk mcngambil 
pos,si tidak bersuara dan tidak bersikap. Dalam konelisi masyarakat tanpa sikap, 
mal<a proses-proses komunikasi pada ar:,.S societal life benar-benar terganggu. 

Demikian juga daya-kritis masyarakat (yang bias any~ tcrasah oleh proses 
elialogis dan · aksi-komunikatif) sebagaimaea diharapkan dalam kehidupan 
mas'yalakatsipil yang dina:nis, menjaeli betul-betul mandul. 

4. Konjlik otonlas kelembagaan elimungkinkari terjaeli antara otoritas adat Imum 
Mukim, yang memiliki cakupan-wilayah ~ekuasaan dan kbvenangan (kesatuan 
masyara'kat hukum adat) yang lebih luas daripada wilayah adminis~atif sebuah 
desa. Dalam konelisi yang 'demikian, maka para Keuchik s.ecara tidak langsung 
benda ,dalam pcngaruh kekuasaan seorang Imum Mukim. Menurut perundang­
undarigan yang berlaku, kewenangan administratif pengelolaan kawasan des a 
mernang berada eli tangan Keuchik dan Camat ("atasan langsung" dari Keuchik), 
namun legitimasi s03ial kepemimpinan aGat dan pengaturan masyarakat (secara 
Is1am), berada sepenuhnya eli tingan Imum Mukim. Hingga taraf tertentu, imum 
muk,im . pun .,.ikut mengetahui (meski tidak menentukari) proses-proses 
'pe'ngallhari bak-hak atas tanah eli wilayah kekuasaannya. 

i . 
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5. Kelembagaan ada! di NAD mengalami kelumpuhal1 mara perlahqll namutl pasti, 

sebagai akibat tidak-lagi dipahaminya fungsi-fungsinya dalam keseluruhan tata­
pemerintahan oleh masyarakat lokalitas. Pranata sosial asli seperti keujruen 
baking (pranatacsosial tata-guna airirigasi dalam pemerintahan lok<.l), tuha lapan 
(musyawarah di tingkat dvil-sotiety untuk mengambil keputusan di dala'll 
gamponj), seeara praktikal telah ditinggalkan para-pihak dalarp kehidupan sosial­
kemasyarakatan. Semeritara itu, proses peralihan ke kelembagaan pemerintalian 
(des a) formal belum sepenuhnya bisa dijalankan 61eh kirena hambatan sosial­
psikotogis, dan kendala soslo-politik-keamanan, serta ' ke~dakeckupan 
dukungan qanun (peraturan daerah) tent;:.ng pemerintahan~esa yang kuat. 

6. Seearakultural masyarakat Aeeh rriengenal sebuah kode-etik yang wsebut 
sebagai "etika pemuliaan" terhadap seseorang (J!lengagungkan posisi seseorang 
pada derajat yang leb:h tinggi daripadaposisi diri sendiri). Sebagai .. ode ojamduct, 
eLka ini memanJu perilaku masyarari:at sederllikian rupa sehingga saugatlah 
tabu bagises<!orang \:Jntuk mengontrol seeara langsung akuntabilitas keuangan 
sebuah kelembagaan atau seseorang. Etika yang demikian itu, menyulitkan 
jalannya proses i'ontrol oj power derni terbentuknya tatanan pemerinta:1an yang 
bersih dan akuntabel. Selain itu, uadisi masyarakat Aeeh yang inenyerahkan 
seeara totalit~,s segala persoalan kepada para _ul~ma (sebagai perr..impin adat), 
juga mengendala jalannya proses-proses demokrasi seeara i<ieal. Sikap-sikap 
semaeam itu, dapat menyulitkan realisasi eita-eita demokratisme, kesetaraan, publit' 
mwuntabili!J' dan good gO:lernam'~ di tingkat grass,-root danimple'mentasinya di 
tingkat pemerintahan lokalitas (desa) 

\ 

SeClra umum, dua des a kasus terse but memberikan pelajaran yang berguna tentang 
pemahaman pada proses-proses pelumpuhan tata-pemerintahan des2. diNAD 
seeara sosio-politiko-ku!tural. 

'\" ' 

Kebijakan "Otonomi I(husus NAD" (m~lalui UU no. 18/ 2001 disampi~g UU no. 
32/2004) yang pada awalnya diharapkan mampu menyegarkan kembali 
pelabanaan pemerintahan 'daerah melalui strategi otonornisasi desa; te:nyata masih 
jauh dari harapan., Otonom..i khusus NAD bahkan tidak marripu nienggerakkan 
pemerintahan des::! ditingkat lokalitas seeara signifikan dan efe~tif (lihat juga 
Hanafiah, - 2006). Dengan dernikian, persoalan mendesak yang haru,s segera 
dipecahkan dalam rekonstruksi ta~a-pemerintahan desa (gamponiJ di NAD, belum 
menyen~h ke tataran bagaimana mewujudkan otonornisasi lokalitas (desa/gamponj) 
seeara ~fektif. Melainkan, persoalan barn sekedar menyentuh aras ya~g sangat 
elernent~r ' berupa: bagaima~a menggerakkan pemerintahan lokalitas (desa/gqmponj) 
agar berfungsl seeara efektif dalam pelayanan publik, adrninistrasi peinbangunan, 
menginisiasi gagasan dan yang sejenisnya. 

b) Isyu-Isyu Kritikal Tata-PemerintahanNagari diRanah Minallgka-bau 

Minangkabau merupakan konsep sosio-btidaya masyarakat yang tinggal eli kawa·san 
yang ,seeara geografis bertepatan posisinya dengan' 2aratan provinsi Sum'atera Barat. 
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Sebagaimana diketahui, kawasan kepulauan Mentawai sebagai bagian dati wilayah 
administratif provinsi Sumatera Barat tidak ,dapat dikatakan , sebagai ranah 
Minarigkabau, katiena sis tern nilai budaya dan agarna penduduknya yang berbeda 
dengan kaw:lsan daratan Surnatela Barat. Masyarakat Minangkabau rnendasarkan 

. \ " 

kehidupanriya pada tatanan so~ial adat yang sernua ' aturannya akhirnya 
bersandarkan atau rnerujuk kepada Ai Qur'an dan Hadist. Jadi atmosfer keislaman 
terasa sangat kU;lt dalarn tata-pengaturan sosial kernasyarakatan ' adat di 
Minangkabau. Berbeda dengan NAD yang secara eksplisit rnenetapkan syariat 
Islmi sebagai hukum pengatur kehidllpan sosial-k~rnasyarakatan, rnaka rnasyarakat 
Minangkabau terkesan lebih irnplisit dan tidak secara terang-terangan rnengat~kan 
syariat 'IslalH ~ebagai basis tata-kehidupan hukurn sosial-kernasyarakatan. 
Sebaliknya, tata-aturan adat justru dijaJankan lebih ketat, terrnasuk dahm hal 
pengaturan lokalitas (naganl desa). 

, 7 
Nagan' adalahkonsep' tata-pernerintahan lokalita? yang ditetapkan sebagai satu­
satunya tata-pernerint;1han lokalitas (desa) di ranah Miriangkabau. Operasionalisasi 
nagan' sebagai sis tern pernerintahan lokalitas (desa), dikukuhkan oleh Peratur<"n 
Daerah (perda no. 9/2000) Provinsi Surnatera Barat ten tang pl':rnetintahan nagan'. 
Dengan diundangkannya peraturan daerah tersebut, rnaka sejak tahun 2000, tata­
penerintahan lokalitas (desa) di ranah Minang Surnatera Barat secara resmi kernbali 
ke asal-usulnya, yaitu tata-pemetintahan adat. Sejak saat itl', harapan di blangan 
warga rnasyarakat rnelarnbung. Dengan perda tersebut, diperkirakan tidak akan ada 
lagi hegemQni sistern pernetintahan :ksa a/a Jawa yang diberlakukan di ranah Minang. 
Kelembagaan asli ' akan rnengalami revitalisasi dan bangkit dari kelurnpuhan. 
Supremasi tata-pernctintahan adat ak<l~ rnenjadi sangat kuat j dan konflik-konflik 
ototitas keleinbagaan antara pernetintah des a a/a Jawa (yang konseptualisa5inya 
rnengemqka 'sej<ik UU riO 5/1979 hingga UU no. 32/2004) rnelawan pernetintahan 
adat, b:aka'l hilang Sarna sekali. Begitillah kira-kir~ harapan rnasyarakat terhadap ' 
Perda no~~9 /2000. ' ' 

1< , 

PertanyaJ.'p yang rnuncul kernudian, benarkah bahwa konsep nagari yang 
dikukuhldn oleh Perda tersebut, pada kenyataan dan implernentasinya sarnader,gan 
apa y;lng diidarn-idarnkan oleh sebagian besar rnasyarakat adat? Ternyata, 
perjaJanan Perda no. 9/2000 selama enam tahun terakhir menghasilkan kis .. h yang 
~amasekali lain dari harapan. 

Banyak gugatandan catatan yang terhirnpun dalam investigasi empirik studi ini ' 
yang rnencatat, ba:hwa konsep nagan' yang ditetapkaf1, sernakin rnenjauh dati sifatnya 
dan justtU' karaktemya sernakin mendekatkan diri pada struktur pernerintahan desa 
ala P,ernetintah atau UU no. 32/2004 (yang terrnodifikasi). Salah satu ciri 

: pernetintahirt nqgari'yang digugat adalah karakternya yang rnakin jauh (rnernudar) 
dari prinsip mtlsyawarah-mU]akat dan terbentuknya realitas pemusatrw kekuasaan pada 
lvali-nagari ("kepala desa") sebagai keiembagaan eksekutif nag~ri. 
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Dalam adat Minangkabau, tidak elikenal demokrasi yang bersandarkan pada basis· 
voting. Juga tidak elikenal, dalam sistem pemerintahan adat Minangkabau, kekuasaan 
otorita:ian. Dalam "logika" adat Minangkabau, kebenaran tunggal yang mcnjaeli 
keputusan akhir, selalu elisandarkan padaproses-pros,es musyawarah dan m'Jfakat 
sejak eli tingkatgrass-root, dengan selalu memperhatikan norma dan aturan 'adac yang 
merujuk pada Al Qur'an dan Haelist. Musyawarah-mufakat itu dimulai dari aras para 
ninik-mamak dalam satu kaum. Kemueliall bila persoalan ' makin kompleks, 
dila1<ukan' musyawarah-mufakat di aras antar nir.ik-mamale dan' k~um yang ber~eda-beda 
hingga akhirnya pada aras tertinggi yaitu kerapatan adat nagan. Dengan demikian, 
demokrasi ala Minangkabau tidak IT)engenal sistem perolehan suara mayoritas. 
Dalam musyawarah-!IlUfakat suara rninoritas boleh jadi bernilai kebenatan yang 
lebiL inggi dan akhir.nya diikuti sebagai kebenaran umum. Sebaliknya, dalam 
sistem voting akan selalu terjadi hegemoni mayoritas sekalipun kep.utlisan yang 
elisahkan melawan logika kebenaran hakiki yang eliyakini oleh masyarakatluas. Hal 
seperti ini jelas tidak elikehendaki menurut:'lo~ika" adat l\1inangkabau . . 

Apa yang terjadi dalam tata-pemerintah:m nagan? Pokok gugatari 'yang langsung 
mengenai ,sasaran adalah berkenaan dengan implementasi prinsip demokrasi dalam 
kehidupan sehari-4ari, yang jelas tidak mencerminkan tata-kehidupan -demokrasi 
berprinsip-kan musyawarah-mufakat adat Minangkabau. Dalam s'truktut tata­
pemerintahan nagan' menurut Perda no. 9/2000 disebutkan kehadiran beberapa 
kekmbagaan pemerintahan penopang peme;rintahan yang mirip trias-politica. 
Tersebut:lah, Walt' Nag~n (kepala desa) yanE; merruliki kekua.saan· eksektitif dan 
Badan Perwakilan/ Permu!)IalJlaratan Nagari (BPN) sebagai simpul kekuasaan legislatif 
yang biasanya diisi oleh unsur dari para ninik-mamak. BPN juga dii;si oleh un,sGr 
Maje/zs U/ama Nagan', Bundo Kanctuang (para Ibu yang dituakan) dan Pemuda Nagan 
(lihat Busra, 2006). Dalam posisi demikian, k~kuasaan wali nagari.1rr.emang :'di atas 
angin" dan mendomi!1asi pengambilan keputusan. Disinilah, proses pe¢1nggiran 
prinsip musyawarah-mufakat ala Minangkaball berpotensi terjadi, dan menjaeli 
pOKok gugatan oleh banyak pihak (lihat Fahrni, 2006 dan Busra, 2006). 

Singkat kata, bentuk pemerintahan nc:.gan saat ini sebenarnya "setali ti~ uang" 
dengan bentuk pemerintahan desa a/a Uu. No. 32/2004, hanya namanya ,saja yang 
berbeda. Dari sinilah, maka perso~llan konflik internal kelembagaan papa ,ta,taran 
pemerintahan lokdit,as bermula. Pemerintahan adat nagan yang me:vakili:struktur 
pemerint:ihan desa fo=al selingkali berhadap-hadapan secara diametral melawan 

, Kerapatan Adat Nagan (KAN). Campur tangan atau intervensi KAN I (sebagai 
kelembagaan informal yang menghimpun para nillik-mamak yang diakui l.otoritas 
adatnya oleh pemerintah daerah) seringkali terlalu dalam pada urusan 4dmirilstrasi 
pemerintahan. Sebenarnya KAN memiliki otoritas yang sangat elegan: yaitu 
mengawal hak ulayat dalam tata-pt:ngaturan agraria lokal. Namun, tatnpaknya 
KAN ~ngin berperan lebih, besar daripada sekedar menjaga ' hak ulay'~t. Gejala ipi 
elisebutkan sebagai dualisme pemenntahan dalam mengurus kep,entinganmasyarakat 
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lokal, yang tentu saja tidak sehat untuk sebU?h sis tern tata-pernerintahan lokal (lihat 
Busra, 2006). 

.. . - . . 
Selain pedoaIan konflik kelembagaan, pertanyaan berikutnya adalah: apakah 
kebija.kaIi..penerapan· nagari seb"gai satu-satunya sistem pemerintahan lokal.itas eli 
ranah Minang, telah memungkinkan berkembangnya otonomi lokalitas (flagon) 
seluas-Iuasnya? Artitqa, apakah perperintahan nagari dapat berdaya, dan mifmpu 
mengatur rumahtangga /oka/itas sel'am mandiri serta marnpu melepaskan diri dati 
pengaruh ,kekuasaan-sentralisme pemerintah pusat dan kabupaten dalam meJayani 
masyarakat? Pada titik ini, Alfitri (2006), paling tidak mencatat ketidakberdayaan 
nagari dalarn hal pembangkitan kekuatan partisipasi masyar;:kat. PemeriI1tah nagari 
jelas mengalami kelumpuhan dalam menstimulir kekuatan mkyat untuk 
berperanserta memikul tanggung jawab perubahan (pembangunan). , Masyarakat 
cenderung beranggapan bahwa pemerintah nagari adalah administratur negara yang 
mendapatkan mandat, kekuasaan dan wewenang untuk mernbereskan segala 
persoalan pembangun31O. Oleh karen a itu parris,;pasi lokal tidak. eliperlukan lagi. 
Ketidakberdayaan nagari ini selain menginelikasikan ketidakmarnpuan dalam 
rnenegerakkan . dan rnengorganisasikan masyarakat, juga mengandung makna 
hubungan sosial an tara pemerintah lokalitas da') raky':lt yang kehilangan ruh mutua/­
trust. Dal~rn situasi semacam itu, maka satu-satunya harapan dan turnpuan 
pemerintah 'nagan' untuk mengadu hanyalah pemerintah "'supra lokal", yaitu 
Pern'erin~ah Kabupaten atau Pusat. Selain itu, kemandirian ekonomi nagari1 sebagai 
salah satU incjikator otonomi des a, pun belum banyak terwujud. Nagari rnasih 
rnenghadapi persoalan bagaimana meggerakkan peiekonomian lokal yang rnampu 
menghasilhn pendapatan asli nagari. Lemahnya struktur fmansial nagan', 
menyebaibkan sindroma ketergantungan ya~g masih sangat tinggi pada pernerintah 
kabupat~n. Dana alokasi umurn nagari (DAUN) yang berasal dari perneli:1tah 
kabupat~h adaiah salah sarti surnber keuangan penting yang rnenentukan hidup­
dan-maq:pya sebuah nagan'. ' 

Secara n~gkas persoalan rural governance yang rnenjaeli tantangan eli Su~atera Barat, 
an tara lain adalah: ' , 

1. :(onmk otQritas kelernbagaan , antara pernerintahan nagari (desa) dan 
pernerintahan adat yang eliwakili oleh KAN rnenggerogoti eksistensi dan 
kualitas pemerintahan nagari. Persoalan distrust ryndroml1 dalarn hal ini, sangat 
kental rnewarnai tata-hubungan an tara KAN dan pernerintahan nagari. 

2. Effedipeness of government rnenjaeli persoalan tersendiri dalarn tata-pengaturan 
nagari eli ranah Minangkabau. Beberapa faktor yang bertanggullgjawab atas 
keadaan ini adalah: (a) kualitas SDM yang lemah, (2) infrastruktur yang lemah, 
(3) sis tern manajemen pemetintahan yang masih terbatas . 

3. Lemahnya partisipasi rnasyarakat (publik) dalam menggerakkan pernbangunan 
, nagcri. ' , Konfigurasi keterlibatan publik dalam pernecahan persoalan-persoalan 

pernerintahan rnasih harus elitingkatkan. 
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4. Pada beberapa kasus, didapati adanya superioritas kekuasaan Wali Nagrari yang 
berlebihan, yang menyebabkan control q( power sulit dilakukan ol,eh publik 
(masyarakat adat). 

5. Struktur finansial nagan' masih sangat mempriliatinkan. Kemampuan nagari 
untuk bisa melakukan Je(j-jinanfing bagi pembangunan, masih merupakan cita-
cita yang sulit diwujudkan secara segera. ' 

Dengan 'melihat temuan-temuan di atas, maka disimpulbn bahwa citaccita untuk 
mewujudkan otonomi nagarl memang masih "jauh panggang d-ari api"., 

c) Isyu..Isyu Kritikal Tata-Pemerintahan Desa di Jawa Barat 

J awa Barat mewakili kawasan desa ala J awa yang men!presentasikan praktek tata­
pemerintahan des a secara murni menurut UU no, 32/2004. Sekilas, tidak terdapat 
perso,alan :rang berarti dihadapi oleh pemerintahan des a 'eli provmsi ini. 'Namun, 
bila diselami lebih dalam segera tampak persoahin-persoalan tata pe1l!erintahan 
desa di daerah tersebut. Salah satu isyu pentinr; dalam hal iniaqalah otonbmi des a 
yang masih belum berlangsung secara memadai. Dilema ketergantungan prakar~a ' 

dan ekonomil desa pada supra7struktur kabupaten serta pusat, tetap tiriggi. S~lain 
itu, terdapat ketidakleluasaan dan ketidakmandirian des a dalam menggerakkan 
pembangunan dikarenakan ketiadaan sumber-s';Jmber pendanaan program. yang as,li 
berasal dari desa. Ketergantungan gagasan dan fmansial terh~dap pemerintah 
kabupaten yang tetflP tinggi tersebut, mengindikasikan masih adanya persoalan 
ketiuakberdayaan dan ketidakberdaulatan des a yang nyata. Dalam hal ini, persoalan 
pengnatan keleinbagaar: pemangku otoritas adrrunistratif lokal menjadi isyu 
penting. Penguatan tersebut meliputi aspek SDM di semua lini, aspek sistem 
pengelolaan administrasi desa, aspek keberfungsian kelembaga~n penga~asan 

seperti Badan Permusyawatan Desa (BPD) sebagai pengawas eksekutif;c dan 
kemampuan dvi!-so,iety (grass root) u~tuk berpartisipasi dalim segala aras 
pembangunan. . 

Dalam penguatan kemampuan ekonomi lokaI, Badan Usaha Milik Desa (Bl,JMD) 
sebaga':' institusi ekonorru yang absah/ dirriungkinkan, oleh UU no. 32/2004 dan 'PP 
no. 72/2005 untuk berperan sebagai mra! iiu'Ome-generator, masih berada sebat~s cita­
cita. Ketiadaan inisiatif lokal dar. . jejaring ekonomi yang memung!p.nkan 
tumbuhnya BU:MD menjaill persoalan tersendiri dalam mewujuqkan cita-cita 
otonomi ill tingkat desa. Rumahtangga desa tetap tergantung , pada siimbcr 

, pendanaan kabupaten. ' 

Sementara itu, konfuk antar btoritas kelembagaan yang lazimnya berlarlgsung 
antara pemerintahan adat ver.rUJ pemerintah des a sebagaimana ill NAD dan ill ranah 
Minangkabau, memang tidak dijumpai pada kasus Jawa. Barat atau Jawa pada 
umumnya . . Dalam struktur tata-pemerintahan lokalitas ill Jawa, pemerihtaq desa 
adalah kelembagaan tunggal dal?m pengaturan segala macam urusan publik. 
Pemerintah desa adalah "penguasa tunggal" daIam pengaturan segala persoalan 
kehidupan sosial-kenlasyarakatan lokai. Persoalan mm! good governam'e yang penting 
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dalam Ka:sus Ja;a Baratadalah, bagaimana menciptakan dinamika kelembagaan 
pemerint~han la'kal sederrukian rupa sehingga mampu,mendorong pemerintah des a 
mampu belperan sebagai inisilltor perubahan (transformasi pedesaan) yang mandiri 
tanpa rneplbuat , kelembagaan ini berubahmenjadi penguasa-tunggal yang 
1:>erpotensi menjadi otoriter. Artinya, struktur organisasi civil sot'iery di tingkat lokal 
, harus berdaya mengontrol kiprah pemeri.ntah desa. , 

d) Isyu..;Jsyu Kritikal Tata-Pemerintahan "Desa Dinas" di Bali 

Ball adalllh ci,)ntoh \asus tata-pemerintahan lokalitas yang 'sangat menarik, dimana 
dis a'na , ditemukan tiga tipe desa berdasarkan karakter tata pemerintahan lokal. 
Pemerintahan desa formal rnenurut uO no. 32/2004 didapati ::Ialam bentuk desa 
dinas (dikepalai ·oleh Kepala Desa) Desa fonnal ini memiliki wiiayah k~rja 
administratif sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturz.n perundang­
undangan 'yang berlaku. Semen tara itu, terdapat pula desa ada! atau pakraman 
(dikepalai oleh Kelian Ada!) yang wilayah kcwenangannya diukur dari jauhnya 
jangkauan' tempat peribadatan agama Hindu Bali (sebuah pura) terhadap masyarakat 
yang dapat dilayan!nya. Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang 
tata-pengaturannya_, berbasiskan pada sistem religi Hindu. Sindroma dua/isme 
pemerin!ahan sebagaimana terjadi paaa nagari di Minangkabau dimungkin,kan terjadi 
pada ' sistem pemerintahan des a Bali, - karena secara teknikal pakraman juga 
melakukan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh desa dinas. Nal11un demikian, karen a 
kedua sistem pemerintahan mampu mengurangi klaim-klaim otoritasnya, maka 
justrli si.nergitas , yang tampak berlangsung an tara sistem deJa ada! dan desa dinas 
dalam rpenjalankan fungsi pelayanan publik. 

Dalam .f,llosofi, dest! ada!, ada tiga fungsi pokok yang harusmereka jalankan, yaitu 
pdayan~n hubungari mar. usia' dengan Tuhall, pelayanan hubungw manusia dengan 
manusia:, dan pelayanan hubungan manusia dengan alamo Secap administratif, 
fungsi-fungsi itu juga merupakari tugas yang diemoan oleh kelembagaan desa dinas. 
Oleh karer.a itU tidak berlebihan bila, desa di Bali memiliki "satu badan dellgan r:lua 
kepala". Namun, berbedadengan nagari dan gampong yang menghadapi konflik 

. kelernbagaim secara internal, di Bali hal itu ticlak terjadi. Meski dualisme pemen'ntahan 
bi3a berlangsung, namun derajat koordinasi an tara dua kelembagaan (pemerintah 
desa ada! dan pemerintah desa dinas) dalam tata-pengaturan kehidupan sosial­
kemasyarakatan berjalan sangat b2.ik. Dalam hal urusan pemeliharaan jalan-jalan 
menuju ke . Purd (tempat peri~adatan Hindu Bali), tanggung jawab desa adat 
dirasakan sangat dominan. Proyek-proyek perbaikan jalan menuju pura menjadi 
tugas utama desa ada!, sementara desa dinas berkonsentrasi di segmen jalan yang lain. 

Per5O;~3n : mul~ .,muncul di des a-des a sekitar ' perkotaan" dimana derajat 
heterQgegitas, kebe'ragamaan danpluralisme e!nisitas dan deferensiasi pekelJaan serta 
ak!ivi!as~k~no"dmul~i .rneningkat. Pada kawasan s~perti itu, relevansi tata­
pengaturah adat berb~siskall hinduisme, terasa makin tidak relevan. Ikatan-ikatan 
emosional yang biasanya terialin lebih kuat an tara masyarakat Hindu Bali dengan 

- . - . ~.-,- ' ~.- . -.-.- .-. - . - . -.- -.-.- .-.- .-. -._._ ._._._ ._. _._._ ._._.- .- ._._._._ ._.-. 
38 

. 

. 

! 



Pernbaharuan Tata Pernerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan,1 
,~1 

desa ada!, perlahan-lahan namun pasti melemah. Karena secara kuantitas\i p::oporsi 
umat Hindu bl~rkurang dengan m~kin banyakf{ya pendatang ya~g beragama n.on­
Hindu ke kawasan Bali. Proses pelumpuhan struktur dan peranan kelembagaan desa 
ada! melalui dinamika kependudukan · seperti ini menjadi dimensi k,has : dari tata­
pemerintahan adat Bali. Tuntutan-tun,tutan sementara kalangan penduduk asli.Bali , 
yang menghendaki "revitalisasi" dan pemberian peran lebih luas bagi 5istem' tata­
pemerintahan desa ' ada! dalam tata-kehidupan masyarakat Bali kontemporer, 
menjadi kurang relevan dengan berkembangnya pluralisme ~ebudayaan di kawasan 
in!. Ke depat'., kecenderungan akan hhangnya pengaruh 'adat ' dalam . tata­
pen:saturan kehidupan sosial-kemasyarakatan terus mengu~t. 

Bentuk desa ketiga di Bali adalah "desa subak" yang merniliki legitimasi hukum atas 
dasar kesatuan masyarakat tata-air irigasi pertanian sawah di suatu kaw3san, Dalam 
"logika" subak, kesatuan kawasan sehamparan ~istem pengairan, bc;rada dalam satu 
otQritas pengqturan administratif air. Luas wilayah pengatut:an subCik, bisa melintasi 
wOlayah administratif beberapa desa dinas. Konflik otoritas kelembagaan an~ar sistem 
pemerintahan lokalitas tidak terjadi dalam. hal ini; karena memang fungsi utama 
setiap kelembagaan telah terdefinisi dengan baik. . 

Dengan demikian, beberapa persoalan TUral gf)vernanc'e yang didapatkan dari hasil 
pembdajaran di dua desa kasus di Bali dapat cE.sebutkan antara lain adalah: 

1. Otoritas desa ada! dim de.a Jubak mengalami irrelevance secara fungsional, selaras 
dengan berkembangnya sebuah des a yang asalnya bereiri agrari~ mer:jadi 
sebuah desa berciri sub-urban. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan bisnis 

2. 

. ekonomi di sektor industri-perdagangan, yang biasanya tunduk padakekuasaan 
modal dan netral . terhadap kepentingan sumberdaya , alam:;menggeser 
peng~turan kepentingan-kepentingan yang terdapat eli desa bercirikan religius­
agrans. 
Tingkat keswadayaan masyarakat des a dalam mendanai kegiatan p~mbangunan 
Galan, jembatan, sarana air bersih) sangat tinggi. Seringkaliproporsidana 
partis'ipasi masyarakat jauh !ebih besar daripada proporsi anggaran p~ITIerintah 
dalam pembqngunan pra~arana fisik desa. Meski demilcian, . mekanisme 
pertanggung-j:'.waban pemanfaatan dana masih perlu' ~emikiran ' lebih lanjut 
agar transparansi dan akuntllbilitas publi.k dapa,t ditegakkan. 

r 
Otonomi desa di desa-desa Bali sesungguhnya secara realitas telah bcrj~lan baik, 
dan lebih maju daripada apa yang dtcita-citakan. Derajat keswadaya3n ~konomi 
masyarakat cukup tinggi. Derajat penyampaian prakarsa oleh masyarakat q:esa yang 
dipelopori kelembagaan desa ada! pUCl cukup tinggi. Desa adat juga mampu 
ment,;himpun legitimasi yang kuat untuk menopang kinerja desa dinas dalam 
melaksanakan pembangu'1an. Semua ini tentu berkaitan dengan siste~ p,engaturan 
kehidupan sosial-kemasyarakatan yallg konsisten menggunakan nila:-nilai :dan 
nor!TIa-norma pengaturan berba~iskan religi sccara konsekuen dan konsisten. 
Persoalan kemudian muncul manakala kekuatan-kekuatan adatmelemah 

- . - .~. - . - . ~.-.~.-.-.- . - . 
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(temetralisasi peranannya) seiring dengan perubahan karaktt:r sistem sosial 
masyarakat lokal dari yang bercirikan keaslian kepada komunit~~ bercirikan lebih 
pluralistik. Sebagai ruang kehidupan, desa yang memuat beragam kepentingan, 
dipaksa harns menyesuaikan dirinya dengan berbagai sistem nilai baru yang tidak 
asli lagi, 

. e) Isyu-Isyu Kritika.l Tata-Pemedntahan Kampungdi Papva 

Persoalan terberat 'yang dihadapi oleh Papua secara umum dalam mengembangkan 
tata-pemeiintahan lokalitas/ desa yang baik (clesa. disebut sebagai "kampung" 

, dengan dibedakukannya UU no. 21/2001 ten tang Otonomi Khusus Papua), pada 
dasarnya berfokus pada dua persolan utama. Pertama, mutu SDM warga 
masyarakatdan peng.elola pemerintahan kampung pada urnurnnya masih sangat 
terbatas. Kapasita~ iqtelektual, keterampilan / ability, dan sikap yang ditunjukkan 
oleh ins'an Papua urn~qlnya rnasih jauh dari menC'lkup'i untuk bisa menyelaraskan 
langkah . dengan apa yang dituntut oleh DD no. 32/ 2004. Pada titik ini, .tata­
pemerintahan karnpung di Papua masil( menghadapi persoalan yan,g sangat 
elementer, yaitu rnernberdayakan dan memberikan suasana yang kond\1sif setiap 
ins an Papu(l t~rutarna aparat b rnpung untuk mengembangkan gagasan-gagasan 
kreatif da? progresif. . . . 

Dampak langsung keterbatasan kualitas SDM adalah terpengaruhnya organisasi 
pemerintahan kampung, yang kinerjanya tidak sesuai harapan rnasyarakat luas. 
Daya kreasi, inisiatif dan daya kritis terkendala oleh kualitas SDM yang belurn 
memadai 'di semua lini sis tern p~rnerintahan kampung. Tiga "wilayah wewenang" 
yang dilimpahkan oleh Pernerintah kepada pemerintah kampung (sebaga1r.J.ana 
rumusan'nya dijelaskan pada pasal 206 UU no. 32/ 2004 atau pe:1jabarannya pada 
pasa17 PP. 12/2005) juga tidak bisa dilaksanakan secz.ra rnernuaskan. Akibat lebm 
lanjut ata~persoalan SDM, adalah terganggunya kinerja kelernbagaan pern~rintahan 
kampung s~c~ra keseluruhan. Kernandirian dan keberdayaan pemerintah karnpung 

sulit dike.mbangkan dikarenakan ketiadaan dinamlsator dan innovator yang rnarnpu 
menggerakkan "mesin" aclministrasi pemerintahan secara baik. Pada titik ini, 
otonumi kampury.g rnenjadi sulit dicapaL 

PersoaIan kedua adalah lso/asi daerat yang mcnjadikan setiap kawasan menjadi 
terpencil dati kawasan lainnya. Dampak paling langsung atas kondisi ini adalah 
sulitnya aksesibilitas dan . high-cost et'onomy di sektor t:ansportasi yang harus 
ditanggung milsyatakat. Secata sosio-geografis, cntitas sosial yang me~bentuk 
suatu kampung secara total menjadi saling terpisah satu dengan yang lainnya. 
Pergaulan sosial antar kampung juga menjadi sangat lerbatas sehingga jejaring-

. jejaring; kerjasama antar lokalitas pun sulit dikembangkan. Sebagai akibatnya, 
secara kultural . setiap entitas sosial member.tuk konfigurasi sosio-budaya yang 
distinci. Batas~batas sosio-kultural-geografis yang mengisolasi suatu kampung atas 
kampu,ng lllinnya bi,asanya berwujud dalam bentuk "wilayah ulayat ondoaji" yang 
teritorialnya disekat secara ,fisik oleb gunung, tcbing atau sungai. Isolasi sosio-
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kultural-geografis ~;Jatu kawasan yang menyebabkan keterpencilan ~agi suatu 
komunitas itu mak'in memprihatinkan ketika prasarana dan sarana ,pe~hubungan 
udara (satu-satunya sarana transportasi yang paling mungkin) sekalipun tidak 
tersedia bagi warga, I ., 

Perkembangan tata pemerintahan kampung di dua kampung kasus ditzndai oleh 
hal-hal khusus yang menarik, Kampung pe.rtama adalah kawasan ex ·transmigrasi 
sedang ,kampung kedua adalah kampung asli. Pada kampung peitama, pluralisme 
dan heterogenitas sosial sangat tinggi seinfntara kampung kedua f dicirikan oleh 
dcrajat homogenita's suku asli yang sangat kuat. Persoalan tata~peng.lturan .desa di 
kampung ' pertama :tdalah mulai :;berkompeti:5inya"wilayah kekuasaan dan 
kewenangan adat ondoaji melawan wilayah kekuasaan dan kewenangan kep~la 

kampuI;1g beserta aparat dan kelembagaan pendukungnya. Persoalan persinggungan 
kekuasaar dan kewenangan tidak terj~di secara nyatapada kampung kedua, dimana 
pengaruhondoafi tenisa lebih dorninan dis ana. Orientasi pemeca~an masalah 
sosial-kemasyarakatan berdasarkan r1dat masih sangat terasa meski legitimasi kepala 
kampung juga mulai m.enguat. 

Beberapa ' pelajann yang bisa dipetik adalah adanya realitas\ keberagaman sosio­
kultural geografis di Papua yang tinggi ' yang menghendaki pendekatan ketata­
pemerintahan spesifik di setiap kawa<;an. Selain persoalan/tantangan umum yang 
hams dihadapi seperti peningkatan kualitas SDM, ainar!llsasi kelembl'.gaan, 'dan 
penyelesaian konflik otoritas, Papua juga menyimpan potensi, f!1odal-kultural­
institusional yang bisa dikembangkan .. Khususnya dalam disairi tata-pemt:rintahar, 
potensi sinergitas an tara dua kelembagaan (ondoafi dan pemerintahan kampung) 
bersama organis:.lsi dvil-sode!J lainnya seperti gereja atau masjid, dipandang dapat 
menjadi jalan alternatif untuk menggerakkan organisasi pemerintahan ke arah 
kemajuan. '. 

Rekonfigurasi Keterlibatan Para Pihak untuk 
Good Rur.'1i Governance System 

KepJtusan politik dan kebijakan OTDA sesuai UU no. 32/ 2004, secara eksplisit 
menghendaki daerah menjacL. ka\Vas~n yang lebih berdaya, mandiri, berdaulat dan 
memiliki kekuatan/ kemampuan dalam mengatur dan mendanai 'segala akti'vitas, dan 
dinamika sosial-kemasyarakatan yang berlangsung di dalamnya. Desa, sebagai mang 
dimana didapati hsatuan masyarrlkat hukum dan entitas sosial t{.rk,ebl dalam 
sisternltata-pemerintahan di Indonesia, pun diharapkan menjadi kawa~~n yang 
mampu menegakkan cita-cita kemandirian tersebut. Untuk itu pem~rini:ahan 

loka'ita.s dituntut n::emiliki kapabilitas yang mencukupi daJam menyeienggarakan 
sis tern administrasi, mencari solusi masalah, mengemba'ngkan gagasan kreatif, serta 
mampu menggerakkan kehidupan masyarabt lokal ke arah yang lebih progresi f. 
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Pada era otonomi daerah saat ini, proses-proses pernerintahan loLalitas (desa/ desa 
dinas/ gampong/ nagar../kampunj) jugadiharapkan dapat berlangsung pada platform 
dernokrasi yang matang, yaitu demokrasi yang memahami perlunya inisiatif lokal 
tanpa hams lamt dalam perbedaan pendapat yang berakhir dengan anarkhlsrne. 
Dernokrasi yang beradab harus mengernbangkan kcsetiakawanan sosial serta 
rnendorong proses-proses partlSlpasi p1Jblik dalarn penyelenggaraan dan 
pei1gawasan p~merintahan yang sehat. Salah satu keg:1galan pemerilltahan desa 
selarna ini, disebabkan ruang ,Iialog dan ruang ko·mi.lnikasi publik yang rnatang itu 
tidak terbentuk. Inisiatif-inisiatif rne!\jadi sangat tcrgantung pada pernerintah "atas 
desa" ~an demokrasi-partisipatif tersumbat. J ika, lokalitas diharapkan makin 
berdaya clan matang s~rta mampu mengernbangkan sis tern pemerintahan 
(a~rtis~asi, \ pengambilan keputusan, dan pelayanan publik) berdasarkan 
dernokrasi yang matang, maka ruang-ruang ,keterliQatan publik harus 
direkonGgurasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkernbangan 
)arnan. 

Pada akhimya,. dengan statusnya yang otanom, des a diharapkan rnenjadi pusat 
kernandirian sosial-politik, budaya dan ekcnomi, rural as acentrali!J of culture and 

. economic, growth: Selain itu desa diharapkan mampu rnenopang kehidupan sQsial­
k~rnasyarakatan:nya pada tingkat antar-lokalitas ' dan regional di "ata~"nya. Desa 
diharapkan memililci government and governance capaci!J yang memadai. Jika semua itu 
te*di, maka ~ita-cHa keberdayaan des a akan terpenuhi. Dati investigasi awal yang 
dilakukan . oleh tim studi-aksi "partnership-based rural governam'e refom/" diperoleh 
bebwipa aspek penting tata-kelola pcrnerintahan lokalitas (desa) yang harus 
dibenahi, (lihat Gambar 4) . 
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Pembaharuan Tata Pemerbtahan Desa Berbasis Lokalitas dan Keinitraail. 

'A spek Penting Dalam Tala Pemerintahan Desa (Kasus)' 
Provil1si Kontlik/ Efektivitas Wujud , Efektivitas ,i ' Pengawasan ' 
studi-aksi Persaingan pengaturan kelemb'agaan kele.nbagaan ' I Pemerintahan 

antara Comm:m Pool partisi.nsi pemerintahan Lokalitas (Desa) 

pemerintahan Reso/lrm (hutan masyarakat desa' 7 'dalam - fonlrol of pour 

adat l'trSII.!' & sunt;ai) pada ' dalam penyelengga-
-pemerintah desa ' sistem pengaturan raan peme;;ntah-

formal --7 pemcrintahan pen1erintahan an & pelayanan 
karena persoalan loblims (uesa) lokalitas 

om-l"P/'ifl)!, (desa) 
kcwcoangan 

Imllm mllkim d~~ Nanggroe Ada, namun Rendah --7 Lembaga Sangat renda)) 
Aeeh dalam derajat kelembagaan imllmmllkim --7 masalah ,SDM " Badan 
Darussalam yang Icmah yang ada te!ah 

I 
dan tqkoh dan :,onflik Permusyawaratan 

lama lumpuh a,,>ama di GAM l'sRI Desa 
tpmpon.e , 

Sumatera Persinggung-an Sangat tinggi --7 E1emen- Meski kualitas Badan 
Barat kepentingan hak ulayat e1emen SDM terbatas, PrmlUsyawarat~n 

sangat terlihat berada di tangan kelembagaan efektivitas Ihgari (BPN) 
nyata --7 Kr\N Iembaga adat pemcrintahan pemerintahan dan Kerapatan 
I'J Wali Nagari 1:>- ninik·mamak nlJ!'.lJn' sangat tinggi AJat Nagari 
BPN seoenuhnya (KAN) 

Jawa Barat Tida!: ada --7 Rendah --7 tidak Keiembagaan Tinggi/ efektif Blidan 
ka rena, lembaga aikenal haJ.i desa fomlal -7 mendapatkan Permusyawaratan 
adat tidak eksis ulayat, sesllai UU no legitimasi legal- Desa -, 

daL,Tl melainkan slale· 32/2004 rasional 
masyarakat property 

BJIi Seeara potensial TinMi --7 oleh Kelembagaan Tinggi/ efektif Badan 
ada, tetapi tidak lembaga Jllbak, dcsa formal --7 ada sinergitas Permuswaratan 
tarnpak --7 f11cski scsuai UU dmgan , I Desa dan 
justru sincrgitas mmgalan-i no. ,12/2004, pemerintah deJa kelembagaan 
tampak lebih penggerusan tokoh adat, adal/pakraman adJt, serta 
menonjol peranan dalam dan tokoh yang sangat baik : kelp.mbagaan 

masyarakat aRama lokal lainnya 

Papua Seeara potensial Sangat tiltggi --7 Kekmbagaan Rendah/ sedang - Badan 
ada --7 tapi tjuak konrrol sangat formal dan --7, masalah SDM Permusyawaratan 
ram;Jak ku,tt hak ulayat Suku-wku di dan kekmbagaan Kampungdan 
dipermukaan beraJa pada bawah fnrmal seeara forum "tiga 
Seeara lalenl, kepcmimpin·an kc){)rdinasi operasional tungku" (tokoh 
konflik ad ~, r IlfIdfllJji IlfIdlJujl eendcrung pemerintah, adat 
kewcnnngnn (and,wapl) kurang efektif dan agama) + 
rurasakan "cl",la. peran" 
kehadirannya (wanita dan 

pemuda) 

Gambar 4. Gambaran Ringbs Permasalahan Tata~Pemenntahan Lokalitas (Desa) 

Dari pelajara~ yang didapat dari lapangan; maka separitasnya renca~a.i refonnasi 
atau revitalisasi ta ta-pemerintahan lokalitas (desa) clifokus!can pada persodan rii! 
dan mendesak sebagaimana gambarannya tampak pada Gambar 4. Satu hal yang 
penting untuk clitegaskan sekali lagi adalah upaya untuk merekonfigurasi 
keterlibatan publik (Ilia skema kemitraan) lebih ban yak d:m lebih intertsif dalam 
tata-pemerintahail desa. Dengan cara demikian, maka baik-buruknya dan 
"perjalanan nasib" otonomi lokalims (desa) tidak lagi -bergantung sepenuhnya 
hanya pada sebuah institusi (pemerintah) saja, namun semua elemen masyarakat 
ikut b~rtanggung jawab. 
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